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 Abstract: This study analyzes Government 

Regulation No. 10 of 1983 concerning the practice of 

polygamy for Civil Servants (PNS) from the 

perspective of Islamic law, particularly through the 

approaches of maslahah and maqâsid al-syar'iyyah. 

The regulation aims to maintain the welfare of 

individuals, families, and society by establishing 

strict requirements, including the consent of the first 

wife and financial capability. The analysis shows that 

Government Regulation No. 10 of 1983 not only 

serves as an administrative instrument but also 

aligns with the principles of justice found in the 

Qur'an and Sunnah. Furthermore, this regulation 

contributes to social stability and protects the rights 

of women and children. Overall, Government 

Regulation No. 10 of 1983 supports a higher 

maslahah by creating a balance between individual 

rights and social justice. 
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PENDAHULUAN 
Dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, peraturan pernikahan, termasuk yang mengatur 

poligami, terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan kebijakan negara 

(Suryani, 2023). Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam sistem hukumnya, namun tetap berada dalam kerangka regulasi nasional 

yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebijakan negara (Hary 

Abdul Hakim, 2022). Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 merupakan salah satu aturan 

hukum yang mengatur secara ketat praktik poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan 

menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban memperoleh izin dari atasan dan pengadilan. 

Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menata kehidupan keluarga secara lebih 

terstruktur, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh praktik 

poligami. 

PP No. 10 Tahun 1983 dirancang untuk membatasi praktik poligami di kalangan ASN 

dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan 

birokrasi (Erwan, 2024). Peraturan ini mengharuskan ASN yang ingin berpoligami untuk 

memperoleh izin dari atasan serta pengadilan, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, 

seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, serta alasan yang dibenarkan secara 

hukum dan moral (Mustafa Akhwaludin, 2022). Ketentuan ini sesuai dengan prinsip 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hukum keluarga nasional, serta mengadopsi 

prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari kebijakan negara dalam mengelola kehidupan 
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rumah tangga pegawainya (Nauli Fitriyanti, 2022). Dalam implementasinya, regulasi ini 

berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol terhadap praktik poligami, tetapi juga sebagai 

bentuk intervensi negara dalam menyesuaikan norma-norma hukum Islam dengan prinsip hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. 

Pentingnya analisis kemaslahatan dalam regulasi hukum Islam terletak pada kebutuhan 

untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi 

juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Nur Insani, 2024). Dalam konteks PP No. 10 

Tahun 1983, analisis kemaslahatan sangat penting karena regulasi ini berusaha menyeimbangkan 

antara prinsip hukum Islam tentang poligami dengan kebijakan negara dalam melindungi hak-hak 

perempuan dan menjaga stabilitas sosial (Fajar Surya Putra and Yeni Farida, 2024). Konsep 

maslahah dalam ushul fiqh berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah suatu regulasi 

memberikan manfaat atau malah menimbulkan mudarat yang lebih besar (Fazarul Zul Hasmi 

Kanggas, 2024). Oleh karena itu, pendekatan teoritis terhadap kemaslahatan, seperti yang 

dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi dalam penjelasan maslahah-nya, sangat penting 

untuk memahami sejauh mana regulasi ini dapat dianggap selaras dengan prinsip keadilan dan 

kesejahteraan dalam hukum Islam. 

Berdasarkan dinamika hukum keluarga di Indonesia dan urgensi analisis kemaslahatan 

dalam regulasi hukum Islam, kajian terhadap PP No. 10 Tahun 1983 perlu dilakukan untuk 

menilai sejauh mana aturan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (Lasri 

Nijal, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal, 2022). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai 

bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap PP No. 10 Tahun 1983, terutama terkait perlindungan 

hak-hak perempuan, stabilitas rumah tangga, dan keseimbangan antara norma syariat dan 

kebijakan negara (Nasrullah and Putri Anggia, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji 

relevansi teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi dalam 

menilai apakah regulasi ini benar-benar mencerminkan kemaslahatan yang sahih menurut prinsip 

ushul fiqh atau terdapat aspek yang perlu dikritisi dan disesuaikan dengan konteks sosial yang 

lebih luas (Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, dan Lian Mulyani Muthalib, 2021). Dengan 

demikian, analisis ini berkontribusi pada diskursus hukum Islam serta memberikan perspektif 

kritis terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemaslahatan dalam PP No. 10 Tahun 1983 

dengan pendekatan teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi 

(Supadi, 2019). Dengan menelaah regulasi ini dalam perspektif ushul fiqh, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam 

memahami penerapan konsep kemaslahatan dalam kebijakan hukum keluarga di Indonesia 

(Zulhamdi, 2019). Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mengkaji sejauh mana legislasi 

nasional dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial 

dan perlindungan hak-hak individu (Wiwin Sutoyo, Luthfi Hamidi, and Nurinawati 

Kurnianingsih, 2024). Dari segi implikasi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi hukum keluarga agar lebih 

selaras dengan maqashid syariah serta kebutuhan sosial yang terus berkembang (Mhd. Rasidin, 

2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan secara 

praktis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi 

Agustina pada tahun 2023, fokus penelitian adalah analisis poligami dalam hukum perkawinan 
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dan hukum Islam, serta relevansinya. Penelitian ini menemukan bahwa poligami diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi hak istri dan anak-anak, sementara dalam Islam, 

poligami diatur dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 dengan persyaratan yang ketat. Metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif dengan analisis IRAC. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa prosedur yang rumit bertujuan melindungi hak keluarga, namun juga 

mencerminkan asas monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini 

menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum yang adil dalam praktik poligami 

(Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, 2023). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suud Sarim Karimullah pada tahun 2021, fokus 

penelitian adalah kajian hukum poligami dari perspektif fikih dan hukum keluarga di empat 

negara Muslim: Turki, Tunisia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian ini menemukan bahwa 

hukum keluarga di keempat negara tersebut lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu 

kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan poligami dalam fikih tidak dilarang 

dan tidak ada sanksi, sementara hukum keluarga di negara-negara tersebut sering kali melarang 

dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku poligami. Penelitian ini menekankan perbedaan 

signifikan antara fikih dan regulasi hukum keluarga dalam konteks poligami (Suud Sarim 

Karimullah, 2021). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shaif Alshahab pada tahun 2025, fokus 

penelitian adalah analisis implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia, serta 

tantangan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun 

poligami diizinkan dengan syarat keadilan, praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan 

terhadap perempuan dan anak-anak. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan 

pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, seperti Undang-undang 

Perkawinan dan KHI, belum efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Penelitian ini 

menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan untuk 

memastikan keadilan dalam praktik poligami (Muhammad Shaif Alshahab, 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan 

yuridis untuk mengkaji PP No. 10 Tahun 1983 dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan 

normatif digunakan untuk menelaah regulasi ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya 

dalam konsep kemaslahatan, sementara pendekatan yuridis berfokus pada analisis peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data utama dalam 

penelitian ini mencakup dokumen hukum, seperti PP No. 10 Tahun 1983, Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta berbagai fatwa dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh 

lembaga resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan literatur akademik yang membahas konsep maslahah, maqashid 

syariah, serta teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi. Analisis 

dilakukan dengan mendasarkan pada teori batasan maslahah untuk menilai sejauh mana regulasi 

ini memenuhi prinsip kemaslahatan yang sahih menurut hukum Islam. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi 

dan validitas regulasi izin poligami dalam konteks hukum Islam dan kebijakan hukum nasional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsep maslahah dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika 
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kita berbicara tentang ijtihad penetapan hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam 

teks-teks agama (Tarmizi, 2020). Secara sederhana, maslahah berarti segala sesuatu yang 

membawa kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma 

Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar, 2024). Dalam kajian ushul fiqh, maslahah dipahami 

sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat yang diakui oleh syariat dan bertujuan menjaga lima 

hal penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Remiswal, 2021). 

Para ulama membagi maslahah menjadi beberapa jenis, seperti maslahah mu‘tabarah (yang 

sesuai dengan syariat), maslahah mulghāh (yang ditolak oleh syariat), dan maslahah mursalah 

(yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik untuk diatur atau ditolak) (Sarah Nurusaadah 

Mohd Zameri, 2024). Selain itu, maslahah juga dikategorikan berdasarkan tingkat urgensinya, 

mulai dari yang paling mendasar (ḍarūriyyāt), yang lebih kepada kebutuhan sekunder (ḥājiyyāt), 

hingga yang bersifat tersier (taḥsīniyyāt) (Fadhli Suko Wiryanto and Mufidah Husna, 2023). 

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk bisa merespon kebutuhan 

sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, tanpa mengabaikan keseimbangan antara 

kepentingan individu dan masyarakat (Zahrah, 2024). Para ulama besar seperti Imam al-Ghazali 

dan al-Syatibi menekankan bahwa maslahah harus selaras dengan tujuan syariat, atau maqāṣid al-

syarī‘ah (Firdaus, 2024). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga 

memperluas penerapan konsep maslahah, menjadikannya sebagai alat yang adaptif dan relevan 

untuk menghadapi tantangan zaman modern (Salman Fattah, 2025). Jadi, maslahah bukan hanya 

sekadar prinsip hukum, tapi juga berfungsi sebagai cara agar hukum Islam tetap relevan dengan 

kehidupan manusia, baik yang bersifat individu maupun kolektif. 

Dalam hukum keluarga Islam, maslahah berperan sangat penting untuk memastikan 

kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga (Zahrotun Nafisah and Slamet Haryono, 2024). 

Prinsip maslahah ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, 

perceraian, hingga hak asuh anak (Mahmudin Bunyamin, 2021). Misalnya, dalam pernikahan, 

Islam menekankan pentingnya keridhaan dari kedua mempelai, wali, dan mahar, dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut membawa kebaikan dan manfaat bagi keduanya 

(Shania Delvira and Heri Firmansyah, 2024). Begitu pula dalam hal poligami, meskipun poligami 

diperbolehkan dalam Islam, maslahah menjadi faktor penentu apakah itu bisa diterima atau tidak, 

dengan syarat utama suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya (Sarifatun Azkia and 

Ahdiyatul Hidayah, 2024). Poligami hanya diperbolehkan jika hal itu memang bermanfaat dan 

tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Elvira Dewi Br Ginting and Iwan, 2024). Dalam hal 

perceraian, Islam memandangnya sebagai langkah terakhir yang hanya diambil jika cara lain 

untuk menyelesaikan masalah tidak berhasil (Sabrun Edi, Raja Ritonga, and Irham Dongoran, 

2022). Penerapan maslahah terlihat dalam ketentuan untuk mencoba rekonsiliasi terlebih dahulu, 

masa iddah, dan kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang diceraikan, untuk 

memastikan bahwa perceraian tidak merugikan salah satu pihak (Irvan Agusnadi, 2024). Selain 

itu, dalam urusan hak asuh anak, prinsip maslahah digunakan untuk memastikan bahwa 

keputusan yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan 

aspek psikologis, sosial, dan ekonomi (Nasaruddin Mera, 2024). Dengan demikian, maslahah 

bukan hanya sekadar prinsip teoritis, tetapi menjadi dasar yang praktis dan relevan untuk 

menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang, memastikan keadilan dan 

perlindungan bagi setiap anggota keluarga. 

 

Teori Batasan Maslahah menurut Syekh Ramadhan al-Buthi 

1. Ketercakupan al-Maqâshid al-Syar’iyyah 
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Secara umum, maqasid al-syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai melalui 

penetapan hukum dalam Islam untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan, baik 

di dunia maupun di akhirat (Alimuddin, 2023). Tujuan utama dari hukum syariat ini adalah 

untuk menjaga lima aspek penting dalam hidup: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

(Suud Sarim Karimullah, 2023). Untuk mencapai tujuan ini, penting agar pencapaian 

maslahat (kebaikan) dan penolakan mafsadah (kerusakan) berjalan seiring, keduanya harus 

saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan (Ahmad Adnan Fadzil, 2021). Jika hanya 

fokus pada kemaslahatan tanpa menghindari kerusakan, tujuan yang ingin dicapai tidak 

akan tercapai secara utuh. Begitu juga, jika hanya berfokus pada penolakan kerusakan tanpa 

memikirkan maslahat, kita akan kehilangan arah dan tujuan yang jelas (Glyn Elwyn, 2023). 

Maslahat dan mafsadah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Karena itu, 

pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah sangat penting dalam setiap penetapan 

hukum (Zainal Azwar and Farid Afif Syahputra Rinaldi, 2024). Kedua hal ini memastikan 

bahwa hukum Islam tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat yang sesungguhnya. Maka, 

konsep maslahat dan mafsadah masuk dalam maqasid al-syari’ah sebagai bagian yang tak 

terpisahkan (Necmeddin Güney, 2024). 

Sebagai contoh, dalam pengaturan poligami menurut hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan utama adalah menciptakan kemaslahatan dalam level 

daruriyyat (kebutuhan dasar), yang mencakup lima tujuan utama dari maqasid al-Khamsah, 

yaitu menjaga agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz 

al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal) (Ridwan Rusliadi, 2023). Beberapa ulama, seperti al-

Qarafi dan al-Qaradawi, juga menambahkan tujuan keenam, yaitu memelihara kehormatan 

(Hifz al-Ird) dalam maqasid as-Sittah (Halim Rane, 2023). Pembatasan poligami ini sangat 

penting untuk menjaga keberlanjutan agama dan melindungi hak-hak individu, terutama 

perempuan, dari potensi kerugian akibat praktik poligami yang tidak adil atau tidak 

terkendali (Nurul Irfan, 2023). Dengan adanya regulasi ini, tujuan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah (damai), mawadah (penuh kasih), dan rahmah (penuh kasih sayang) 

dapat tercapai, di mana hak dan kewajiban antara anggota keluarga tetap seimbang 

(Wardah Mujtaba, Kasuwi Saiban, dan Soheila Rostami, 2023). Oleh karena itu, pengaturan 

poligami tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga 

martabat dan kehormatan setiap manusia dalam masyarakat (Lia Noviana, Risma Wigati, 

and Nurulaini Halimatus Sakdiyah, 2022). 

2. Tidak Bertentangan dengan al-Qur’an 

Salah satu kriteria utama dalam konsep maslahah adalah bahwa manfaat atau 

kemaslahatan yang dihasilkan harus tetap sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga setiap 

kebijakan atau tindakan yang dianggap membawa kebaikan tidak dapat dikategorikan 

sebagai maslahah syar'iyyah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 

(Muhammad Sharul Ifwat Ishak and Syairazi Muhammad Husni Mohd Sharoni, 2022). 

Syekh Ramadhan al-Buthi dalam karyanya Dlowabith al-Maslahah menjelaskan bahwa 

terdapat dua jenis maslahah yang berpotensi bertentangan dengan Al-Qur'an, yaitu: 

a. Maslahat mawhumah, atau kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang 

jelas, adalah bentuk manfaat yang dianggap baik tetapi tidak memiliki landasan yang 

kuat dalam ajaran Islam. Karena tidak berakar pada Ashl, maka maslahat ini dianggap 

bertentangan dengan Al-Qur’an yang sudah bersifat Qath’i. Dalam Islam, petunjuk 

dari ayat-ayat yang memiliki kepastian hukum harus dijadikan pedoman utama, 

sehingga maslahat yang hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi (Dzaniyah) tidak 
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dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun mungkin 

tampak masuk akal atau memiliki indikator yang mendukung untuk dianalogikan 

(Qiyas) (Vera Ayu Oktoviasari, Indo Santalia, dan Andi Aderus, 2024). Contohnya 

adalah dalam surat Al-Baqarah (2): 275, Al-Qur’an secara tegas membedakan antara 

jual beli dan riba dengan menetapkan bahwa Allah menghalakan jual beli pula 

menghalalkan riba, disini menunjukkan bahwa apapun yang bertentangan dengan hal 

ini tidak bisa dianggap sebagai maslahat yang sah (Muhammad Bashir Alkali, 2023). 

b. Maslahat yang Disandarkan kepada Aslh melalui Proses Qiyas (Analogi). 

Jenis maslahah yang kedua adalah maslahat yang disandarkan pada suatu prinsip atau 

ashl melalui proses analogi (qiyas). Dalam beberapa kasus, meskipun qiyas tersebut 

sahih (valid), bisa muncul pertentangan antara dua dalil syara’ misalnya antara ayat 

yang dzahir (jelas) dalam Al-Qur'an dengan qiyas yang digunakan dalam kasus 

tersebut. Pertentangan ini mungkin bersifat parsial, seperti perbedaan antara yang 

khas (spesifik) dan yang ‘am (umum), atau antara mutlaq (tanpa pembatasan) dan 

muqayyad (terbatas). Ketika ada pertentangan seperti ini, maka ulama Ushul al-Fiqh 

berperan dalam menentukan ta’wil (penafsiran) dan tarjih (pemilihan dalil yang lebih 

kuat) untuk menyelesaikan konflik tersebut (Nadiyatul Muna, Muhammad Hafidzh, 

and Mukhlish M. Nur, 2024). Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa 

maslahah yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan 

dalam Al-Qur'an, agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan syariat (Nasiri and 

Miftahul Ulum, 2019). 

3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah 

Sunnah, dalam pengertian bahasa, merujuk pada jalan atau cara yang biasa dilalui, 

sementara secara terminologi, sunnah mencakup semua yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau (Hani Sholihah, 

2023). Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sunnah memiliki peranan penting 

dalam membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal 

hukum keluarga dan praktik poligami (Dody Wahono Suryo Alam, 2024). Oleh karena itu, 

setiap regulasi atau kebijakan yang diterapkan dalam konteks hukum Islam harus 

mempertimbangkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang 

telah diajarkan oleh Nabi (Muh Zaitun Ardi and Nadyatul Hikmah Shuhufi, 2024). 

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap kemaslahatan yang 

diupayakan dalam praktik hukum tidak melanggar sunnah Nabi SAW (M.Chairul Basrun, 

Annisa Retrofilia, and Askar Daffa Sophia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi 

harus selaras dengan ajaran beliau, untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam 

masyarakat (Melanie Killen and Audun Dahl, 2021). Kesesuaian dengan sunnah juga 

menjadi indikator bahwa suatu kebijakan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip moral 

dan etika yang ditetapkan dalam Islam, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan pertentangan dengan ajaran agama 

(Wahyu Pratiwi, 2025). 

4. Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas 

Qiyas berasal dari kata qasa yaqisu qaisan, yang berarti mengukur atau memberi 

ukuran. Secara sederhana, qiyas bisa dipahami sebagai cara untuk membandingkan atau 

menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah memiliki ketentuan 

hukum karena adanya kesamaan alasan atau penyebabnya (illat). Dengan kata lain, qiyas 

merupakan metode atau cara penetapan hukum terhadap suatu perkara yang tidak 
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disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau Sunnah dengan melihat persamaan dalam 

konteks dan penyebab hukumnya (Muchlis Bahar, 2018). Menurut H.M. Rasdiji, qiyas itu 

adalah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an 

atau Sunnah dengan perkara lain yang sudah diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena 

keduanya memiliki alasan atau ‘illat yang sama (Achmad Nursobah, 2023). Dalam 

penerapannya, qiyas membutuhkan kemampuan berpikir dan analisis yang mendalam untuk 

mencari kesamaan antara hal yang satu dengan yang lainnya (Anwar Saleh Hasibuan and 

Ghofar Siddiq, 2020). Secara praktis, ini berarti bahwa setiap maslahah yang dihasilkan 

melalui qiyas harus tetap sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah (M Qamarulzaman, 2024). Qiyas berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan 

masalah baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber utama tersebut, 

asalkan ada persamaan yang jelas dalam alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. 

Dengan demikian, maslahah yang dihasilkan lewat qiyas tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar dalam agama. 

5. Tidak Bertentangan dengan Kemaslahatan Lain yang Lebih Tinggi/ Lebih Kuat/ Lebih 

Penting 

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan 

manusia, yang dikenal dengan al-kulliyyat al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta) (Muhammad Taufiq, 2020). Namun, dalam praktiknya, pemeliharaan terhadap hal-

hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas (Ibnu Amin, 2024). 

Artinya, maslahat yang lebih tinggi dan lebih penting harus didahulukan jika terjadi 

benturan antara satu maslahat dengan yang lain (Shams El-Din Qassem Al-Khazaleh, 

2018). Sebagai contoh, kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan 

maslahat ukhrawi (kebaikan di akhirat) meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu 

yang bersifat duniawi. Ini adalah bagian dari prinsip pengutamaan maslahat yang lebih 

tinggi (Budi Rahmat Hakim, 2024). Imam al-Syatibi mengklasifikasikan maslahat menjadi 

tiga tingkatan berdasarkan kebutuhan dan urgensinya: maslahah al-Dharuriyyah, maslahah 

al-Hajiyyah, dan maslahah al-Tahsiniyyah (Nabila Zatadini and Syamsuri, 2019). 

a. Maslahah Dharuriyyah adalah maslahat yang sangat esensial untuk kehidupan 

manusia, yang secara langsung menjaga kelima prinsip pokok tadi. Misalnya, Islam 

dengan tegas melarang murtad untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan agama, 

serta mengharamkan pembunuhan guna melindungi nyawa manusia. Hal-hal yang 

termasuk dalam kategori ini sangat mendesak dan harus dipenuhi terlebih dahulu 

(Achmad Firdaus, 2021). 

b. Maslahah Hajiyyah adalah maslahat yang penting, meskipun tidak langsung terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini meliputi kebutuhan-kebutuhan yang 

mendukung kelangsungan hidup, seperti menuntut ilmu agama untuk memperkuat 

keimanan atau makan untuk menjaga kesehatan (Ade Irma Imamah, Amrin, and 

Muhammad Faishol Hidayat, 2024). 

c. Maslahah Tahsiniyyah adalah maslahat yang lebih bersifat penyempurnaan atau 

perbaikan dalam kehidupan, seperti mengenakan pakaian yang nyaman dan sesuai 

dengan ajaran Islam untuk menjaga kehormatan diri (Jihan Husna Srifyan and Ishmah 

Afiyah, 2024). Jika terjadi benturan antara maslahat yang satu dengan yang lainnya, 

maka maslahah dharuriyyah akan selalu didahulukan daripada maslahah hajiyyah, 

dan maslahah hajiyyah akan didahulukan daripada maslahah tahsiniyyah (Afsaneh 

Torkashvand, Dr. Mahmood Ghayyoum Zadeh Kharanaghi, and Dr. Abbas Ali 
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Hendari, 2018). Ini membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan dasar manusia dengan hal-hal yang lebih bersifat 

pelengkap atau tambahan. 

Al-Bûthî sangat menekankan pentingnya kesetiaan terhadap syariat dalam penerapan 

konsep maslahat (Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, 2020). Berbeda dengan sebagian pemikir 

Islam yang merasa bahwa hukum-hukum seperti potong tangan, qishash, rajam, dan 

sejenisnya sudah tidak relevan lagi dalam konteks zaman sekarang, al-Bûthî berpendapat 

bahwa hukum-hukum tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat, baik untuk konteks masa 

kini maupun masa depan (Abdul Hakim dan Ali Alkosibati, 2022). Menurut al-Bûthî, 

hukum-hukum Islam yang tampaknya keras ini sebenarnya dirancang untuk melindungi 

kemaslahatan umat manusia, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah kerusakan yang 

lebih besar (Anjaludin, Abdul Muhaimin Zen, and M. Ziyad Ulhaq, 2024). Jadi, meskipun 

konteks sosial dan budaya bisa berubah, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam 

hukum-hukum tersebut tetap berlaku karena mereka berlandaskan pada pemeliharaan 

maslahat yang lebih tinggi, seperti menjaga agama, jiwa, harta, dan kehormatan 

(Muhammad Fuad Zain and Ahmad Zayyadi, 2023). Al-Bûthî menekankan bahwa 

meskipun aplikasinya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, nilai inti dari syariat 

tidak boleh diabaikan (Syafwendi Syafril, 2025). 

 

Deskripsi PP No. 10 Tahun 1983 tentang Poligami oleh ASN 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 mengatur soal izin 

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Pasal 2, setiap PNS yang 

melangsungkan perkawinan pertama diwajibkan untuk memberitahukan pernikahannya secara 

tertulis kepada atasan melalui jalur yang sesuai, dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah 

pernikahan berlangsung. Aturan yang sama juga berlaku bagi PNS yang sudah pernah bercerai 

dan berniat untuk menikah kembali. Terkait dengan perkawinan lebih dari satu, Pasal 4 mengatur 

bahwa jika seorang PNS pria ingin menikahi lebih dari satu istri, ia harus mendapatkan izin 

terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Di sisi lain, PNS wanita tidak diizinkan menjadi 

istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS lainnya. Namun, jika seorang PNS wanita ingin 

menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari seseorang yang bukan PNS, ia masih harus 

mendapatkan izin dari pejabat. Permohonan izin tersebut harus diajukan secara tertulis dengan 

menyertakan alasan yang jelas tentang keinginan untuk berpoligami atau menjadi istri kedua, 

ketiga, atau keempat. 

Permintaan izin untuk perkawinan atau perceraian harus diajukan secara tertulis kepada 

pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5. Setelah menerima permohonan, 

atasan yang berwenang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya dalam waktu 

maksimal tiga bulan. Untuk permohonan izin beristri lebih dari satu, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9, pejabat berwenang harus mempertimbangkan alasan yang diajukan. Jika alasan tersebut 

belum cukup meyakinkan, pejabat dapat meminta keterangan tambahan dari istri PNS tersebut. 

Sebelum keputusan akhir dikeluarkan, PNS yang bersangkutan dan istrinya bisa dipanggil untuk 

mendapatkan nasihat. Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan jika 

memenuhi setidaknya satu dari beberapa syarat, seperti istri yang tidak dapat menjalankan 

kewajibannya, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak bisa 

melahirkan keturunan. Selain itu, ada tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi: persetujuan 

tertulis dari istri pertama, memiliki penghasilan yang memadai untuk menafkahi lebih dari satu 

istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan serta jaminan 
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tertulis bahwa PNS tersebet akan berlaku adil terhadap seluruh anggotanya. Jika syarat-syarat ini 

tidak dipenuhi, permohonan paligami akan ditolak. 

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi PNS wanita yang ingin menjadi istri kedua, ketiga, 

atau keempat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11. Izin hanya akan diberikan jika ada 

persetujuan tertulis dari istri pertama calon suami, calon suami memiliki penghasilan yang cukup 

untuk menafkahi keluarga, dan ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil. Jika salah satu dari syarat 

ini tidak dipenuhi, atau jika bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku, izin 

tidak akan diberikan. Dalam Pasal 12, diatur bahwa PNS dengan jabatan tinggi, seperti Menteri, 

Jaksa Agung, Gubernur, dan pejabat setingkat lainnya, harus memperoleh izin langsung dari 

Presiden jika ingin menikah lebih dari satu kali atau bercerai. Sementara itu, pejabat daerah 

seperti Bupati dan Walikota harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan 

bank milik negara atau badan usaha milik negara harus memperoleh izin dari Menteri yang 

membawahi lembaga tersebut. Pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan tertulis 

mengenai permohonan izin perkawinan atau perceraian dalam waktu maksimal tiga bulan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 13. 

Pasal 15 menegaskan bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan seseorang sebagai suami 

istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Atasan wajib memberikan teguran jika 

mengetahui ada bawahannya yang melanggar ketentuan ini. Apabila teguran tersebut tidak 

diindahkan, maka sesuai dengan Pasal 17, PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa 

PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian dapat dikenakan 

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Peraturan 

ini tetap berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukumnya, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Setiap pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk 

mencatat dan mengawasi perkawinan serta perceraian PNS di lingkungan kerjanya, seperti yang 

diatur dalam Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 23. 

 

Analisis Kemaslahatan pada PP No. 10 Tahun 1983 

1. Analisis Cakupan al-Maqâshid al-Syar’iyyah 

PP No. 10 Tahun 1983 bisa dianalisis dengan merujuk pada lima tujuan utama dalam 

al-Maqâshid al-Syar’iyyah, yaitu hifzh al-dîn (perlindungan agama), hifzh al-nafs 

(perlindungan jiwa), hifzh al-‘aql (perlindungan akal), hifzh al-nasl (perlindungan 

keturunan), dan hifzh al-mâl (perlindungan harta). Berikut ini adalah analisis singkat terkait 

bagaimana peraturan ini mencakup nilai-nilai tersebut: 

a. Hifzh al-Dîn (Perlindungan Agama) 

PP No. 10 Tahun 1983 mengatur pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dengan tujuan menjaga keselarasan dengan hukum agama. Dalam Pasal 15, dijelaskan 

bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan seseorang sebagai suami istri tanpa adanya 

perkawinan yang sah. Jika ada pelanggaran terhadap aturan ini, atasan wajib menegur dan jika 

tidak diindahkan, PNS tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian (Pasal 17). Ini 

menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi nilai-nilai agama dengan memastikan 

setiap hubungan pernikahan dilakukan dalam ikatan yang sah secara hukum. Aturan ini bertujuan 

untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti zina, dengan 

menekankan pentingnya ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 18 mengaitkan peraturan 
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ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mengatur 

perkawinan di Indonesia, dan keduanya memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. 

Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan usaha negara untuk menjaga keharmonisan 

kehidupan beragama dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan PNS sebagai contoh bagi 

masyarakat luas. Peraturan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum negara, tetapi 

juga untuk memastikan bahwa norma agama tetap dihormati dalam kehidupan pribadi dan sosial 

para PNS, sehingga membentuk masyarakat yang lebih sesuai dengan ajaran agama. 

b. Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa) 

PP No. 10 Tahun 1983 juga bertujuan untuk melindungi individu, khususnya 

perempuan dan anak-anak, dari dampak buruk yang bisa timbul akibat poligami atau 

perceraian yang tidak dipertimbangkan dengan bijak. Dalam Pasal 10, disebutkan 

bahwa izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika istri pertama berada dalam 

kondisi tertentu, seperti tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami 

cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan 

keturunan. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa poligami tidak boleh dilakukan 

sembarangan; ada syarat ketat yang harus dipenuhi agar tidak merugikan pihak-pihak 

yang terlibat. 

Pemerintah melalui peraturan ini ingin memastikan bahwa poligami tidak 

dilakukan dengan alasan yang sewenang-wenang. Poligami hanya diperbolehkan 

dalam keadaan yang dianggap darurat, sehingga tidak sembarangan dipraktikkan. 

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk melindungi istri pertama dari dampak 

negatif yang bisa timbul, baik dari segi psikologis maupun ekonomi. Kebijakan ini 

juga berusaha mencegah potensi ketidakadilan atau ketegangan dalam keluarga, 

mengingat poligami dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antaranggota 

keluarga, seperti rasa cemburu atau ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan 

nafkah. Selain itu, dengan adanya ketentuan yang ketat ini, diharapkan kesejahteraan 

jiwa perempuan dan anak-anak dapat tetap terlindungi, sehingga mereka tidak 

menjadi korban dari keputusan yang diambil secara sembarangan. 

Lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 9 menegaskan bahwa permohonan izin poligami 

atau perceraian harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati oleh pejabat 

berwenang. Hal ini termasuk dengan meminta keterangan tambahan dari istri pertama 

dan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri sebelum keputusan diambil. 

Pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap keseimbangan dan keadilan bagi 

semua pihak yang terlibat. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang 

dirugikan dalam proses ini, dan keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik 

untuk kesejahteraan bersama. Ini juga menggambarkan komitmen untuk melindungi 

hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) dalam keluarga, di mana proses yang bijaksana dan 

transparan bertujuan untuk menjaga kestabilan emosional dan psikologis semua 

anggota keluarga. Dengan cara ini, peraturan ini berusaha untuk meminimalisir 

dampak negatif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menjaga 

keharmonisan serta kesejahteraan individu dalam keluarga. 

c. Hifzh al-‘Aql (Perlindungan Akal) 

Aspek hifzh al-‘aql dalam peraturan ini tercermin dalam upaya pemerintah 

untuk memastikan bahwa keputusan mengenai pernikahan dan perceraian tidak 

diambil secara terburu-buru atau tanpa pertimbangan yang matang. Dalam Pasal 12, 

disebutkan bahwa PNS dengan jabatan tinggi, seperti Menteri, Gubernur, dan pejabat 
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setingkat lainnya, harus memperoleh izin langsung dari Presiden jika ingin menikah 

lebih dari satu kali atau bercerai. Begitu pula, pejabat daerah seperti Bupati dan 

Walikota harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini 

menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya soal urusan pribadi, tetapi juga 

berkaitan dengan tanggung jawab publik dan kestabilan institusi. Melalui ketentuan 

ini, pemerintah menginginkan agar keputusan besar semacam ini dipikirkan dengan 

matang dan tidak diambil begitu saja. Hal ini memastikan agar keputusan-keputusan 

pribadi para pejabat tidak berdampak negatif pada kinerja mereka dalam tugas publik 

dan menjaga agar kehidupan pribadi mereka tetap sejalan dengan profesionalisme 

yang diharapkan. Dengan begitu, prinsip perlindungan akal (hifzh al-‘aql) lebih 

dijaga, mendorong agar setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang rasional 

dan bijaksana. 

Selain itu, Pasal 13 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang harus 

memberikan keputusan tertulis mengenai permohonan izin dalam waktu maksimal 

tiga bulan. Dengan adanya rentang waktu ini, pemerintah memastikan bahwa 

keputusan terkait perkawinan atau perceraian tidak diambil secara terburu-buru, 

melainkan melalui proses yang penuh pertimbangan dan rasional. Ini mencerminkan 

upaya untuk menghindari keputusan yang didorong oleh emosi atau keadaan yang 

tidak terencana. Dengan demikian, peraturan ini sejalan dengan prinsip maqâshid al-

syari'ah dalam melindungi akal, memastikan bahwa keputusan diambil dengan 

pikiran yang tenang, terukur, dan objektif demi kesejahteraan semua pihak yang 

terlibat. 

d. Hifdz An-Nasl (Menjaga Keturunan) 

 Regulasi  dalam PP No. 10 Tahun 1983 sangat erat kaitannya dengan prinsip 

hifzh an-nasl, yang berfokus pada perlindungan terhadap keturunan yang sah dan 

kesejahteraan anak-anak dalam keluarga PNS. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11, 

disebutkan bahwa izin poligami atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat hanya 

dapat diberikan jika ada persetujuan tertulis dari istri pertama serta bukti kemampuan 

finansial untuk menafkahi istri dan anak-anak. Aturan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa keluarga yang dibentuk tetap berada dalam keadaan sejahtera dan 

anak-anak tidak mengalami kesulitan ekonomi atau sosial akibat poligami yang 

dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. 

Selain itu, Pasal 19 mewajibkan setiap pejabat yang ditunjuk untuk mencatat 

dan mengawasi perkawinan serta perceraian PNS di lingkungannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam menjaga struktur keluarga 

PNS agar tetap harmonis dan sah secara hukum. Dengan demikian, regulasi ini tidak 

hanya mengatur hak dan kewajiban individu dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi 

untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perceraian dan memastikan bahwa 

mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. 

e. Hifdz Al-Māl 

PP No. 10 Tahun 1983 juga mencakup dimensi hifzh al-mâl, yang berfokus 

pada perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dan harta benda yang 

diperoleh dalam rumah tangga. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dijelaskan bahwa 

seorang PNS yang ingin berpoligami atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, 

harus memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Penghasilan 

ini harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Hal ini bertujuan 
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untuk memastikan agar setiap keputusan pernikahan yang melibatkan lebih dari satu 

istri tidak mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga, dan menghindari 

terjadinya kesulitan ekonomi bagi keluarga akibat keputusan yang tidak terencana 

dengan baik. 

Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa jika PNS melanggar ketentuan mengenai 

izin perkawinan dan perceraian, mereka dapat dikenakan sanksi berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dengan ketentuan ini, 

jelas bahwa negara berkomitmen untuk menjaga agar kesejahteraan keuangan rumah 

tangga PNS tetap terjaga, dan bahwa keputusan-keputusan yang tidak bertanggung 

jawab dapat merusak stabilitas keuangan serta ketertiban dalam keluarga. 

2. Analisis Prinsip Tidak Bertentangan dengan al-Qur’an 

PP No. 10 Tahun 1983 mengatur praktik poligami bagi PNS dengan ketat, terutama 

terkait dengan persyaratan administratif dan moral yang harus dipenuhi sebelum izin 

diberikan. Jika dilihat dari perspektif prinsip yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, 

peraturan ini tidak secara langsung melarang poligami, tetapi memberikan batasan agar 

praktik tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun. 

Dalam QS. An-Nisâ’ (4): 3, al-Qur’an menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan 

syarat bahwa keadilan harus dijaga oleh suami terhadap istri-istrinya: 

"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." 

Dengan demikian, PP No. 10 Tahun 1983 tidak bertentangan dengan al-Qur’an, 

karena peraturan ini justru berusaha memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan 

prinsip keadilan yang diatur dalam al-Qur’an. Persyaratan-persyaratan seperti persetujuan 

dari istri pertama dan bukti kemampuan finansial bertujuan untuk mencegah terjadinya 

ketidakadilan dalam rumah tangga, yang bisa merugikan pihak istri-istri dan anak-anak. 

Secara keseluruhan, PP No. 10 Tahun 1983 justru mendukung pelaksanaan poligami yang 

adil dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Ayat ini mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam praktik poligami, 

terutama terkait dengan potensi ketidakadilan yang bisa muncul. PP No. 10 Tahun 1983 

selaras dengan prinsip tersebut dengan menetapkan syarat yang ketat untuk memastikan 

praktik poligami tidak merugikan pihak manapun, terutama istri dan anak-anak. Salah 

satunya, dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari istri 

pertama untuk menilai apakah alasan poligami tersebut valid. Jika alasan tersebut dirasa 

kurang kuat, maka izin poligami bisa saja ditolak. Langkah ini memperlihatkan bagaimana 

regulasi ini melindungi semua pihak dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab, 

sesuai dengan pesan kehati-hatian dalam ayat tersebut. 

Lebih lanjut, regulasi ini juga mempertimbangkan nilai maslahah yang sangat penting 

dalam maqâshid syar’iyyah. Dengan adanya syarat-syarat seperti kemampuan finansial 

yang memadai dan persetujuan tertulis dari istri pertama (Pasal 10), regulasi ini berusaha 

memastikan bahwa poligami tidak mengorbankan kesejahteraan ekonomi dan psikologis 

keluarga, terutama istri pertama dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan ajaran al-Qur’an 

yang menekankan keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam setiap pernikahan. Regulasi 

ini memberikan perlindungan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat, 

memastikan keputusan diambil dengan pertimbangan matang, dan mematuhi prinsip-

prinsip agama dan moral yang tinggi. 

3. Analisis Prinsip tidak bertentangan dengan al-Sunnah 

PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur persyaratan ketat poligami bagi PNS tidak 
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bertentangan dengan al-Sunnah, karena masih memberikan peluang bagi PNS pria untuk 

berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw sendiri 

mempraktikkan poligami, tetapi dengan prinsip keadilan yang sangat ketat. Sebagaimana 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 

"Barang siapa memiliki dua istri lalu ia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka 

pada hari kiamat ia akan datang dengan tubuh miring sebelah." (HR. Abu Dawud, no. 

2133; an-Nasa’i, no. 3942) 

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami. PP No. 

10 Tahun 1983 justru mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan tiga syarat kumulatif 

dalam Pasal 10, yakni: 

a. Persetujuan tertulis dari istri pertama, 

b. Kemampuan finansial yang cukup, 

c. Jaminan tertulis untuk berlaku adil. 

Ketiga syarat ini adalah bentuk kontrol administratif untuk memastikan bahwa 

seorang PNS yang ingin berpoligami benar-benar siap dan tidak menzalimi istri atau anak-

anaknya. Hal ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad Saw yang selalu 

mempertimbangkan kesejahteraan istri-istrinya dalam berpoligami. 

Selain itu, dalam HR. Muslim no. 1218, ketika Fathimah binti Qais melaporkan 

bahwa suaminya ingin menceraikannya, Nabi Muhammad Saw  juga mempertimbangkan 

faktor ekonomi dan kesejahteraan perempuan sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini 

juga diterapkan dalam Pasal 9 PP No. 10 Tahun 1983, di mana pejabat berwenang dapat 

meminta keterangan tambahan dari istri pertama sebelum memberikan izin poligami kepada 

PNS. Ini menunjukkan bahwa regulasi ini berupaya melindungi hak perempuan, 

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah  Saw dalam hadis-hadisnya. 

Lebih lanjut, Rasulullah Saw sendiri tidak pernah menikah lebih dari satu istri selama 

Sayyidah Khadijah masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah 

keharusan, melainkan opsi dengan syarat-syarat tertentu. PP No. 10 Tahun 1983 juga tidak 

melarang poligami, tetapi memberikan regulasi agar praktiknya sesuai dengan prinsip 

keadilan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa PP No. 10 Tahun 1983 tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tetapi 

justru mengimplementasikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap 

perempuan dalam praktik poligami. 

4. Analisis Prinsip Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas 

PP No. 10 Tahun 1983 mengenai poligami bagi PNS sangat sejalan dengan prinsip 

al-Qiyas (analogi) dalam hukum Islam. Al-Qiyas adalah metode penalaran yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan hukum baru dengan menganalogikan suatu kasus yang belum 

ada ketentuannya dengan kasus serupa yang sudah ada hukumnya dalam al-Qur'an atau al-

Sunnah. Dengan menggunakan al-Qiyas, kita dapat melihat bahwa regulasi poligami dalam 

PP No. 10 Tahun 1983 mengadopsi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an 

dan al-Sunnah mengenai keadilan, kemampuan finansial, dan perlindungan terhadap hak 

perempuan. Aplikasi al-Qiyas dalam Regulasi Poligami: 

a. Keadilan (al-‘Adl) 

Dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa’ [4]: 3 menegaskan bahwa poligami 

diperbolehkan hanya jika suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini juga 

ditegaskan dalam banyak hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

bahwa jika seseorang tidak adil dalam poligami, ia akan datang pada hari kiamat 
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dengan tubuh miring sebelah (HR. Abu Dawud, no. 2133). 

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan 

dalam Pasal 10 bahwa izin poligami hanya diberikan jika ada jaminan tertulis dari 

suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Regulasi ini sejalan dengan prinsip 

al-Qiyas, yang menekankan keadilan dalam poligami, sebagaimana diatur dalam al-

Qur'an dan al-Sunnah. 

b. Kemampuan Finansial  

Dalam QS. an-Nisa’ [4]: 3, dijelaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan 

jika suami mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Prinsip ini dianalogikan 

dalam PP No. 10 Tahun 1983 dengan mewajibkan PNS yang ingin berpoligami untuk 

menunjukkan kemampuan finansial yang cukup, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan pajak penghasilan. Pasal 10 menegaskan bahwa PNS harus dapat 

memberikan nafkah yang cukup bagi istri-istri dan anak-anak mereka. Regulasi ini 

sejalan dengan prinsip al-Qiyas yang mengambil pelajaran dari al-Qur'an tentang 

pentingnya kemampuan finansial untuk memastikan keadilan dan menghindari 

kemudaratan dalam poligami. 

c. Persetujuan Istri Pertama  

Al-Qiyas juga diterapkan dalam kewajiban persetujuan istri pertama, yang 

ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dalam Pasal 10. Persetujuan ini bertujuan 

untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan, sebagaimana diajarkan dalam 

al-Qur'an dan al-Sunnah. Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hadis menegaskan 

pentingnya hak istri untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, termasuk 

dalam hal poligami. Dengan demikian, regulasi yang mewajibkan persetujuan tertulis 

dari istri pertama sebelum suami dapat menikah lebih dari satu ini sesuai dengan 

prinsip al-Qiyas yang mengutamakan perlindungan hak perempuan dalam 

pernikahan. 

Regulasi ini mengakomodasi kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku dalam 

al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk perwujudan al-

Qiyas yang sah untuk mengatur poligami di kalangan PNS, dengan menjaga hak-hak 

perempuan dan keluarga agar tidak dirugikan. 

5. Analisis Prinsip  tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih 

kuat/lebih penting 

PP No. 10 Tahun 1983 tentang poligami bagi PNS disusun dengan mengutamakan 

kemaslahatan yang lebih besar, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam 

fiqh Islam, kemaslahatan berarti upaya untuk mencegah kemudaratan dan meraih manfaat 

yang lebih besar. PP ini berusaha mengatur poligami secara hati-hati agar dilaksanakan 

dengan adil dan bertanggung jawab, tanpa merugikan pihak manapun. Berikut adalah cara 

PP ini menerapkan prinsip kemaslahatan: 

a. Mencegah Ketidakadilan dan Penyalahgunaan Poligami 

Regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan poligami yang bisa merugikan 

istri, anak-anak, dan keluarga. Dengan persyaratan ketat seperti persetujuan istri pertama, 

jaminan keadilan, dan kemampuan finansial, PP No. 10 Tahun 1983 memastikan poligami 

dilakukan dengan cara yang adil. Semua syarat ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan 

yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak dalam keluarga. 

b. Menjamin Kesejahteraan Sosial dan Keberlanjutan Keluarga 

Poligami yang tidak diatur dengan baik berisiko menciptakan ketidakadilan dalam 
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keluarga, yang bisa menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi. PP ini memastikan bahwa 

poligami hanya diperbolehkan jika syaratnya dapat menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan 

adanya persetujuan dari istri pertama dan bukti kemampuan finansial, PP No. 10 Tahun 1983 

mengedepankan kemaslahatan sosial yang lebih luas, yaitu keberlanjutan dan keharmonisan 

dalam keluarga. 

c. Menghindari Kesesatan dalam Penerapan Poligami 

Tanpa regulasi yang jelas, poligami bisa disalahgunakan dan menyebabkan kerusakan 

moral serta sosial. PP No. 10 Tahun 1983 memberikan kontrol administratif yang ketat, sehingga 

poligami yang dilakukan oleh PNS dijalankan dengan prosedur yang sah dan adil. Dengan cara 

ini, regulasi ini menghindari kerusakan sosial yang lebih besar, menjaga moralitas dan stabilitas 

sosial di masyarakat. 

d. Meningkatkan Kesejahteraan PNS 

PP No. 10 Tahun 1983  ini juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan PNS 

yang ingin berpoligami. Dengan mewajibkan mereka menunjukkan kemampuan 

finansial yang cukup, regulasi ini mendukung stabilitas ekonomi keluarga PNS. 

Pengelolaan kehidupan pribadi yang baik akan mendukung kinerja dan integritas 

mereka sebagai aparatur negara. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada 

kemaslahatan masyarakat yang lebih besar, karena PNS yang sejahtera lebih mampu 

melayani masyarakat dengan baik. PP No. 10 Tahun 1983 dirancang dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih tinggi, yaitu untuk menjaga keadilan, 

kesejahteraan, dan moralitas di masyarakat. Regulasi ini melindungi hak perempuan 

dan anak-anak, sekaligus memastikan poligami dilakukan secara adil dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian, PP ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, 

tetapi juga untuk kemaslahatan sosial secara keseluruhan. Dari analisis terhadap PP 

No. 10 Tahun 1983 menggunakan prinsip kemaslahatan dan maqâshid al-syar'iyyah 

menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki tujuan yang lebih dari sekadar regulasi 

administratif. PP ini berfokus pada menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan 

masyarakat dengan memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan penuh 

keadilan dan tanggung jawab. Pada praktiknya, regulasi ini melindungi lima unsur 

utama maqâshid, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya 

memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. 

PP No. 10 Tahun 1983 menetapkan persyaratan ketat, seperti persetujuan istri 

pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan, untuk memastikan bahwa 

poligami tidak menimbulkan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat, 

khususnya perempuan dan anak-anak. Ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-

Sunnah, yang sangat menekankan pentingnya keadilan dalam berpoligami. Dengan 

demikian, regulasi ini juga menunjukkan kehati-hatian yang diperlukan dalam praktik 

poligami agar tidak merugikan pihak lain. Selain itu, berdasarkan al-Qiyas, PP ini 

konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, mengadaptasi ketentuan-ketentuan dari 

al-Qur'an dan al-Sunnah melalui analogi yang tepat. Secara keseluruhan, PP No. 10 

Tahun 1983 mendukung kemaslahatan yang lebih tinggi, yaitu menciptakan 

keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial, serta melindungi keluarga 

PNS dari dampak negatif poligami yang tidak terkontrol. Dengan demikian, PP ini 

tidak hanya mengatur poligami, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas 

sosial, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan hak-hak individu. 
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KESIMPULAN 
Kesimpulan dari analisis terhadap PP No. 10 Tahun 1983 dengan menggunakan prinsip-

prinsip kemaslahatan dan maqâshid al-syar'iyyah menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki 

dimensi yang mendalam dalam menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. PP ini 

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga berupaya melindungi lima 

unsur utama maqâshid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan 

menetapkan persyaratan ketat terkait izin poligami, termasuk persetujuan istri pertama, 

kemampuan finansial, dan keadilan, regulasi ini memastikan bahwa poligami dilakukan secara 

bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak-pihak terkait, seperti perempuan dan anak-anak. 

Selain itu, prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam PP ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an 

dan al-Sunnah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam konteks 

al-Qiyas, regulasi ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh Islam yang melibatkan analogi 

terhadap ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Secara keseluruhan, PP No. 10 

Tahun 1983 mendukung kemaslahatan yang lebih tinggi, yakni menciptakan keseimbangan 

antara hak individu dan keadilan sosial, serta melindungi keluarga PNS dari dampak negatif 

poligami yang tidak terkontrol. 
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